BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

L

Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata yaitu : “Suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi
perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan
terlalu luas. Hal tersebut karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian
sepihak saja. Definisi tersebut dinilai terlalu luas karena dapat mencakup
perbuatan lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan
perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam
KUHPerdata Buku III perjanjian yang kriterianya dapat dinilai secara materiil,
atau dapat dinilai dengan uang.*

Definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdata menurut R. Setiawan perlu
perbaikan yaitu:®
a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang

bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

hlm .65.

4 Badrulzaman, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti,

3 R. Setiawan, 1999, Pokok-pokok Hukum Perikatan,Bandung, Putra Abardin, him. 49.




b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya”.

Definisi Pﬁsal 1313 KUHPerdata menjadi : “Perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau
saling saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.® Dengan
demikian pengertian perjanjian telah mencakup perjanjian timbal balik, bukan
hanya perjanjian sepihak saja.

Definisi mengenai perjanjian juga dikemukakan oleh Sudikno
Mertokusumo yaitu : Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak
atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Menurut beliau dua pihak atau lebih itu sepakat untuk menentukan hak
dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan, kemudian
apabila kesepakatan tersebut dilanggar maka ada akibat hukumnya yaitu si
pelanggar dapat dikenakan sanksi. Pendapat selanjutnya mengenai perjanjian
dikemukakan oleh Subekti yang menyatakan bahwa * Suatu perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.®

him. 49.

S Ibid.
7 Sudikno Mertokusumo, 2001, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty,

® Subekti, 1985, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, him. 1.




Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ciri utama
perjanjian adalah :

a. Adanya para pihak yang membuat perjanjian dimana para pihak ini
sedikitnya dua orang.

b. Perjanjian itu lahir berdasarkan kata sepakat dari pihak yang mengadakan
perjanjian.

¢. Perjanjian itu untuk melaksanakan sesuatu hal.

Meskipun hukum perjanjian sudah diatur dalam Buku III KUHPerdata
namun demikian tiap-tiap orang dalam membuat suatu perjanjian dapat
mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku ITII KUHPerdata
tersebut. Hal tersebut disebabkan peraturan-peraturan yang ada dalam Buku
III KUHPerdata pada umumnya hanya merupakan hukum pelengkap saja,

bukan hukum yang sifatnya memaksa.’

. Asas-asas Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas hukum adalah suatu
pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari
peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum
yang terjelma dalam Perundang-undangan dan putusan hakim yang

merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat

® Subekti, 1985 , Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 128.




umum dalam peraturan konkrit tersebut.' Dengan kata lain, asas hukum

adalah asas-asas atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
Dalam perjanjian dikenal beberapa asas-asas yang biasa di gunakan

sebagai pedoman yaitu :

a. Asas Konsensuil

Asas konsensuil diatur dalam Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata.
Konsensuil berasal dari bahasa latin Consensus yang artinya sepakat.
Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak.
Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh
pihak yang lain."

Asas konsensuil ini berhubungan erat dengan saat lahirnya
perjanjian, karena menurut asas ini suatu perjanjian sudah lahir pada saat
tercapainya kesepakatan atau persetujauan antara kedua belah pihak
mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian itu.

Befdasarkan penjelasan di atas hal tersebut sesuai dengan syarat
sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam butir pertama Pasal 1320
KUHPerdata, yakni adanya kata sepakat dari pihak yang mengikatkan diri.
Dengan demikian, perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai
akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat itu.

Sebagian besar perjanjian dalam Buku III KUHPerdata merupakan

1% Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, him. 34
" Subekti, Op. Cit, him. 15.




perjanjian konsensual. Namun untuk beberapa perjanjian terdapat
pengecualian terhadap asas ini, yaitu :
1) Perjanjian formil, yaitu perjanjian yang harus dituangkan dalam
bentuk /disertai dengan formalitas tertentu :

a) Perjanjian perdamaian yang harus dibuat dalam perjanjian tertulis
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1851
KUHPerdata.

b) Perjanjian penghibahan benda tidak bergerak selain tanah harus
dituangkan dalam akta notaris dengan ancaman batal apabila tidak
demikian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Pasal 1682 jo Pasal 1687 KUHPerdata, sedangkan untuk
penghibahan tanah harus dituangkan dalam akta yang dibuat
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 jo Pasal 37 PP No. 24
Tahun 1997.

2) Perjanjian riil, yaitu perjanjian baru terjadi apabila barang yang
menjadi pokok perjanjian telah diserahkan, seperti :

a) Perjanjian penitipan barang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1694
KUHPerdata.

b) Perjanjian pinjam pakai, sesuai dengan ketentuan Pasal 1740

KUHPerdata.
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¢) Perjanjian pinjam meminjam, sesuai dengan ketentuan Pasal 1754
KUHPerdata.
b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang berkaitan dengan
saat akan dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian. Setiap orang bebas
mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur
dalam Undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kata “semua” mengandung arti yaitu meliputi seluruh perjanjian,
baik yang namanya dikenal maupun tidak dikenal oleh Undang-undang.
Sebagaimana dari kata “semua” tersimpul asas kebebasan berkontrak yang
mengandung pengertian:'?

1) Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu
perjanjian;

2) Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun;

3) Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian;

4) Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian;

5) Setiap orang bebas untuk menentukan hukum yang berlaku bagi

perjanjian yang dibuatnya.

2 Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, Op. Cit, him. 85,
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Berlakunya asas kebebasan berkontrak dibatasi bekerjanya.
Tujuannya adalah agar perjanjian yang dibuat berlandaskan asas ini tidak
menjadi perjanjian yang berat sebelah. Di dalam KUHPerdata, asas ini
tidak bebas secara mutlak. Walaupun di dalam membuat perjanjian setiap
orang telah diberi kebebasan berdasarkan asas kebebasan berkontrak,
namun dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh
bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian ( Asas Pacta Sunt Servanda)

Asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian. Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari
perkataan “berlaku sebagai Undang-undang bagi mercka yang
membuatnya”. Mengandung pengertian adanya asas mengikatnya suatu
perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dan berlaku
sebagai Undang-undang."

Pihak lain atau pihak ketiga termasuk hakim dilarang mencampuri
isi perjanjian tersebut. Artinya pihak lain atau hakim tidak boleh

mengubah, mengurangi, atau menambah apa yang telah diperjanjikan para

13 Subekti, Op. Cit, hlm. 139.
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pibak.'* Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (2)
KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat
tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua
belah pihak yang melakukan perjanjian.

Akan tetapi akibat di atas tidaklah mutlak, dalam arti bahwa
perjanjian yang telah diadakan dapat ditarik kembali meskipun tidak ada
sepakat dari kedua belah pihak. Perjanjian itu dapat dibatalkan baik atas
permintaan salah satu pihak maupun oleh hakim karena jabatan, yaitu
apabila memenubhi syarat sebagai berikut :"*

1) Hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang
Berdasarkan Worker Ordonantie Staatsblad 1993 No. 54.
Hakim diberi kuasa untuk membatalkan perjajian apabila hak dan
kewajiban para pihak tidak seimbang.
2) Para pihak
Jika para pihak tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang
berarti bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320
KUHPerdata, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Tujuan dari
asas Pacta Sunt Servanda adalah memberikan perlindungan kepada

para pihak yang melakukan perjanjian bahwa mereka tidak perlu

¥ Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1989, Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyekarta,
Perpustakaan Fak. Hukum UII, him. 49.

154, Qirom Syamsudin Meliala, 1985, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta
Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, him. 21.
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khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai
Undang-undang bagi keduanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa asas Pacta Sunt Servanda
tidak lain adalah asas kepastian hukum. Dari kepastian hukum
memang sudah selayaknya mereka memperoleh jaminan bahwa apa
yang telah diperjanjikan itu tidak dicampuri oleh pihak lain.

d. Asas Itikad Baik |
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan “perjanjian-
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik “. maksud dari kalimat
tersebut adalah bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh

bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.'

Asas itikad baik mempunyai dua arti yaitu :'’

1) Arti obyektif yaitu bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti
dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan
kesusilaan. Konsekuensinya adalah hakim boleh melakukan intervensi
terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang
bersangkutan.

2) Arti subyektif yaitu sikap baik seseorang pada waktu perjanjian akan

dibuat.

16 Subekti, Op.Cit., him. 139.
¥ Djohari Santoso dan Achmad Ali, Op.Cit, him 48.
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Dalam Pasal 1965 KUHPerdata menyebutkan bahwa “itikad baik
selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjukkan
kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya”. Berdasarkan
Pasal tersebut, asas itikad baik harus ada pada saat perjanjian akan dibuat
dimana hal tersebut termasuk dalam pengertian subyektif. Artinya
perkiraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan
perjanjian telah dipenuhi.

e. Asas Kepribadian

Asas ini berkaitan dengan berlakunya perjanjian. Asas kepribadian
disebutkan dalam Pasal 1315 KUHPerdata bahwa “ pada umumnya
seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya atas namanya sendiri selain
daripada untuk dirinya sendiri”. Dengan demikian berlakunya perjanjian
tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian saja
dan tidak mengikat pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian

tersebut.

Syarat Sahnya Perjanjian

Ada 4 syarat yang harus dipchuhi agar suatu perjanjian dianggap sah.
Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat
tersebut yaitu :
a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
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c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.

- Syarat (a) dan (b) merupakan syarat subyektif, karena mengenai orang-
orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sehingga apabila
syarat ini tidak dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat
dimintakan pembatalan. Selama belum ada pembatalan perjanjian oleh hakim
maka perjanjian masih mengikat para pihak. Syarat (c) dan (d) merupakan
syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari
perbuatan hukum yang dilakukan itu, sehingga apabila syarat ini tidak
dipenuhi menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak
semula perjanjian dianggap udak pernah ada dan tidak pernah ada perikatan
yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian.'®
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat sepakat mengikatkan dirinya ini merupakan hal yang pokok
untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian lahir pada detik terjadinya
kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal
yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Dengan demikian
kata sepakat merupakan persesuaian kehendak antara kedua pihak

tersebut. Jadi apa yang dikehendaki pihak satu juga dikehendaki oleh

*® Subekti, Op. Cit, him. 17.
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pihak lain, meskipun tidak sejurusan tetapi timbal balik dan kedua
kehendak itu bertemu satu sama lain."”
Sepakat dimaksudkan bahwa masing-masing pihak itu bersepakat
atau setuju mengenai apa yang diperjanjikan, kata sepakat harus diberikan
secara bebas oleh masing-masing pihak. Artinya kata sepakat tersebut
diberikan tanpa adanya kekhilafan, penipuan, ataupun paksaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yaitu “tiada kata
sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau
diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.
Terdapat 4 ajaran teori mengenai saat-saat terjadinya sepakat antara
para pihak, yaitu :*°
1) Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi
pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misainya dengan
menuliskan surat.

2) Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan
terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak

yang menerima tawaran.

' Ibid, him. 26.
2 Mariam Daruz Badrulzaman, 2001, Kontrak Dagang Elelaronik Tinjauan Dari Aspek

Hukum Perdata Dalam Kompilasi Hukum Hukum Perikatan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, him.

296
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3) Teori pengetahuan (vernmemingstheorie) mengajarkan bahwa pihak
yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya
sudah diterima.

4) Teori kepercayaan (verfrouwenstheorie) mengajarkan bahwa
kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak
diterima oleh pihak yang menawarkan.

. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap menurut hukum. Pada
dasarnya setiap orang cakap untuk membuat perjanjian. Hal ini dapat
disimpulkan dari Pasal 1329 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “
seseorang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh Undang-
undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Dari Pasal 1329 KUHPerdata
tersebut dapat disimpulkan juga bahwa ketidakcakapan seseorang adalah

apabila oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330

KUHPerdata mengatur mengenai orang-orang yang tidak cakap menurut

hukum, yaitu :

1) Orang-orang yang belum dewasa

Dalam berbagai peraturan Perundang-undangan terdapat perbedaan
mengenai umur seseorang untuk dapat dikatakan dewasa, diantaranya :
a) Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa batasan usia

dikatakan belum dewasa apabila ia belum berusia 21 (duapuluh

satu) tahun atau belum menikah.
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b) Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tantang
Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun
atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dalam
kekuasaan orang tuanya.

c) Pasal 68 jo Pasal 1 angka 26 Undang-undang No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan anak adalah orang
yang belum berusia 18 tahun.

d) Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang

" Jabatan Notaris, dewasa apabila telah berusia 18 tahun.

Dengan adanya beberapa perbedaan dalam ketentuan Perundang-
undangan tersebut, berdasarkan asas lex posteriori derogate legi priori
(Perundang-undangan yang baru menggantikan Perundang-undangan yang
lama) maka digunakanlah ketentuan bahwa seseorang dikatakan dewasa
apabila telah berusia 18 tahun.

2) Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan
Menurut Pasal 433 KUHPerdata adalah setiap orang dewasa yang
selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan jika
hanya kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya serta orang yang
| pemboros. Berdasarkan ketentuan Pasal 425 ayat (1) KUHPerdata dapat
diketahui bahwa setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan
mempunyai kedudukan yang sama dengan seseorang yang belum dewasa.

5) Wanita dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang
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Pasal 108 KUHPerdata menentukan wanita yang tidak cakap membuat
perjanjian, adalah seorang wanita yang telah menikah itu tidak cakap
melakukan perbuatan hukum yaitu dalam bal mengurus harta
kekayaannya, kecuali diwakili oleh suaminya atau dengan izin suaminya.
Ketentuan Pasal 108 KUHPerdata di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
berdasarkan Pasal 31, Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa seorang wanita yang telah

bersuami cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

. Suatu hal tertentu

Maksud dari syarat suatu hal tertentu adalah bahwa dalam suatu
perjanjian apa yang menjadi obyek perjanjian harus jelas atau tertentu atau
setidak-tidaknya sudah ditentukan. Obyek dari suatu perjanjian dapat berupa
memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hal tersebut
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdata yaitu “ tiap-tiap
perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak
berbuat sesuatu”.

. Sebab yang halal

Sebab yang halal maksudnya adalah isi atau tujuan dari perjanjian
yang diadakan oleh para pihak . Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa
“suatu perjanjian tanpa sebab, atau telah dibuat karena sebab yang palsu atau

terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui
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bahwa apabila suatu perjanjian dibuat dengan sebab tidak halal maka
perjanjian tersebut adalah batal secara hukum. |

Pasal 1337 KUHPerdata menyebutkan bahwa “ Suatu sebab adalah
terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan
dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dari Pasal tersebut dapat
disimpulkan bahwa suatu sebab dikatakan halal atau tidak terlarang apabila
tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan

maupun ketertiban umum.

4. Unsur-unsur Perjanjian
Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian. Asser membedakan bagian
perjanjian, yaitu bagian inti (wezenlijk oordeel) dan bagian yang bukan inti
(non wezenlijk oordeel). Bagian inti disebutkan essensialia, bagian non inti

terdiri dari naturalia dan aksidentalia.?’

a. Unsur Essensialia
Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di
dalam suatu perjanjian. Unsur essensialia merupakan suatu unsur yang
bersifat mutlak, dan tanpa adanya unsur essensialia ini suatu perjanjian

tidak mungkin ada.

! Mariam Darus Badrulzaman, 2006, Kitab Udang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang
Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung, Alumni, hlm. 99.
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b. Unsur Naturalia
Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur sebagai hukum
pelengkap, maksudnya yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus
dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam
perjanjian karena sudah merupakan bawaan atau melekat pada perjanjian.
¢. Unsur Aksidentalia
Unsur aksidentalia adalah bagian-bagian yang oleh para pihak
ditambahkan dalam perjanjian. Undang-undang sendiri tidak mengatur
tentang hal tersebut tapi keberadaannya diperbolehkan oleh Undang-

undang. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

5. Wanprestasi dan Akibatnya

Wanpresatasi berasal dari bahasa Belanda “Wanprestatie” yang berarti
prestasi buruk. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi
prestasi yang menjadi kewajibannya di dalam suatu perjanjian. Menurut
subekti, wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan
apa yang diperjanjiakan.?

Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban
yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila dia dalam melakukan

2 Subekti, Op.Cit., 45.
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perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan

atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :**

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak

memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam
suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajibanyang ditetapkan Undang-
undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-undang.

. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Artinya debitur
melaksanakan atau memenuhi perjanjian tersebut akan tetapi tidak
sebagaimana mestinyé menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian
dan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya. Artinya debitur

memenuhi prestasinya tetapi terlambat dari waktu yang telah diperjanjikan.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata bentuk atau wujud prestasi adalah :
1) Memberikan/menyerahkan sesuatu.

2) Berbuat sesuatu.

3) Tidak berbuat sesuatu.

Untuk dapat dikatakan wanprestasi diperlukan dua unsur/syarat, yaitu :

B Yahya Harahap, 1982, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, hlm 46.

% Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, him. 21.
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a. Adanya kesalahan (syarat materiil)
Kesalahan mempunyai dua pengertian yaitu :
1) Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan
dikehendaki.
2) Kelalaian adalah perbuatan dimana pembuatnya mengetahui akan
kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.
b. Adanya teguran/somasi/penetapan lalai (syarat formil)

Somasi atau teguran atau penetapan lalai ingebrekestelling adalah
pesan dari kreditur kepada debitur dengan mana kreditur memberitahukan
pada saat kapan ia mengharapkan pemenuhan prestasi.® Untuk
menyatakan debitur dalam keadaan wanprestasi dibutuhkan adanya
persyaratan lalai atau somasi. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis
yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan
diharapkan penentuan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin
menuntut debitur dimuka pengadilan. Dalam gugatan inilah somasi
menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

Namun ada saatnya somasi itu tidak diperlukan, yaitu dalam hal : <
1) Jika prestasi dalam perjanjian adalah berupa tidak berbuat sesuatu.
2) Jika dalam perjanjian telah ditetapkan kapan debitur harus berprestasi

(adanya ketentuan batas waktu).

% R. Setiawan, Op. Cit, him. 21.
26 Subekti, Op.Cit., him.45.




24

3) Jika debitur mengaku bahwa dirinya dlam keadaan lalai
Akibat hukum dari debitur sebagai pihak yang melakukan

wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :*’

1) Membayar kerugian kepada kreditur sebagi pihak yang berhak atas
pemenuhan prestasi.

2) Pemutusan perjanjian.

3) Peralihan resiko.

4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan dimuka hakim
pengadilan.

Membayar kerugian kepada debitur menurut Pasal 1246 KUHPerdata

dapat diperinci menjadi 3 unsur, yaitu :

1) Biaya (konsten), adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah
dikeluarkan oleh kreditur;

2) Kerugian (schaden), adalah segala kerugian karena musnahnya atau
rusaknya barang kreditur karena kelalaian debitur;

3) Bunga (interessen), adalah segala keuntungan yang diharapkan atau
sudah diperhitungkan.
Dalam pemberian ganti rugi dari kreditur kepada debitur terdapat

pembatasan dan harus memenuhi dua syarat yaitu:?®

%7 Subekti, Op. Cit, him. 45.
2 R. Setiawan, Op.Cit., hlm 24.




25

1) Kerugian tersebut dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu
perjanjian dilahirkan. Pasal 1247 KUHPerdata menyebutkan bahwa
debitur hanya mengganti kerugian atas kerugian yang dapat diduga
pada waktu perikatan dibuat. Kecuali jika tidak terpenuhinya prestasi
tersebut karena tipu daya yang dilakukan oleh debitur.

2) Kerugian merupakan akibat langsung dari adanya wanprestasi yang
telah dilakukan oleh debitur (Pasal 1248 KUHPerdata). Maksudnya
adalah bahwa antara wanprestasi dan kerugian harus ada hubungan
kausal.

Terdapat dua teori untuk mengetahui kerugian akibat langsung,
yaitu:*®

1) Teori Conditio Sine Qua Non (Von Buri), menurut teori ini suatu
akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan
untuk adanaya akibat. Berbagai peristiwa itu merupakan suatu satu
kesatuan yang disebut sebab. Peristiwa yang pertama adalah sebab dari
timbulnya peristiwa kedua.

2) Teori Adequate Veroorzaking (Von Kries), teori menyatakan bahwa
suatu peristiwa pertama adalah sebab dari peristiwa kedua. Apabila
peristiwa pertama tersebut menurut pengalaman dapat diduga sanggup

menimbulkan akibat, yaitu peristiwa kedua. Seorang debitur yang

# Ibid, him. 25.
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dituduh wanprestasi dapat membela diri dengan mengajukan alasan-

alasan sebagai berikut :*°

a) Mengajukan adanya keadaan memaksa (overmacht);

b) Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga telah lalai (exception
non adimpleti contractus).

¢) Mengajukan kepada si kreditur telah melepaskan haknya untuk

menuntut ganti rugi (rechtverweking.)

6. Berakhirnya Perjanjian
Pada umumnya perjanjian berakhir karena sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan sendiri oleh pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1381
KUHPerdata menentukan hanya tentang berakhirnya perikatan, padahal
berakhimnya perikatan tidak sama dengan berakhirnya perjanjian.
Menurut R. Setiawan hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian
adalah sebagai berikut’':
a. Jangka waktu perjanjian yang telah ditentukan oleh para pihak telah lewat
atau dengan kata lain berlakunya perjanjian hanya pada waktu tertentu;
b. Telah ditentukan oleh Undang-undang mengenai batas waktu perjanjian

itu berlaku;

30 Subekti, Op. Cit., hlm. 55.
31 R Setiawan, Op. Cit., him. 69.
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c. Telah terjadi peristiwa tertentu yang oleh para pihak atau Undang-undang
telah ditentukan sebagai sebab yang mengakibatkan berakhirnya
perjanjian, misalnya salah satu pihak meninggal dunia;

d. Apabila ada pernyataan menghentikan perjanjian opzegging oleh kedua
belah pihak atau hanya salah satu saja, dengan memperhatikan tenggang
waktu. Opzegging ini hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara,
seperti perjanjian sewa menyewa dan perjanjian kerja.

e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim.

f. Perjanjian berakhir karena keputusan para pihak.

g. Telah tercapainya tujuan dari perjanjian.

B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli
KUHPerdata mengatur perjanjian jual beli di dalam Pasal 1457 sampai
Pasal 1540. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah
suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, pihak lain untuk membayar harga yang telah
dijanjikan.
Suryodiningrat menjelaskan bahwa jual beli adalah perjanjian atau
persetujuan atau kontrak dimana satu pihak (penjual) mengikat diri untuk
menyerahkan hak milik atas benda/barang kepada pihak lainnya (pembeli)

yang mengikat dirinya untuk membayar harganya berupa uang kepada
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penjual®®> Definisi di atas berbeda dengan definisi dalam Pasal 1457
KUHPerdata karena dalam Pasal tersebut hanya disebutkan  kata
menyerahkan saja tanpa tambahan hak milik, namun hal tersebut sesuai
dengan tujuan perjanjian jual beli kedua belah pihak yang bermaksud agar
hak milik atas barang yang diperjual belikan beralih dari penjual pada
pembeli. Di dalam KUHPerdata perjanjian jual beli bersifat obligatoir, artinya
perjanjian itu baru memberikan hak dan kewajiban kepada pihak masing dan
belum mengalihkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Hal ini sesuai
dengan bunyi Pasal 1459 KUHPerdata yaitu hak milik atas barang yang dijual
tidaklah berpindah kepada sipembeli, selama penyerahan belum dilakukan
menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdata. Dalam sistem Code Civil
Perancis hak milik sudah beralih dari penjual kepada pembeli pada saat kedua
belah pihak mencapai kata sepakat mengenai harga dan barangnya, meskipun
barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu
perjanjian timbal balik, karena melahirkan kewajiban atau perikatan untuk

memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan

him. 14.

32 R M Suryodiningrat, 1980, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Bandung, Tarsito,

3 1bid
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kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli

kepada penjual.>*

2. Bentuk Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli tidak mempunyai bentuk formal. Dalam perjanjian
jual beli terdapat unsur pokok, yaitu barang dan harga. Sesuai dengan asas
konsensuil yang menjiwai hukum perjanjian dalam KUHPerdata, perjanjian
jual beli sudah terjadi atau lahir pada saat tercapainya kata “Sepakat”
mengenai barang dan harga diantara para pihak. Sifat konsensuil dalam
perjanjian jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi
“jual beli sudah terjadi diantara kedua belah pihak setelah mereka mencapai
kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan
maupun harganya belum dibayar”.

Asas konsensuil membawa akibat bahwa perjanjian jual beli tidak harus
dituangkan dalam bentuk tertentu (bisa lisan atau tertulis) atau dengan
perkataan lain jual beli bebas bentuknya. Bentuk tertulis jual beli bukan
merupakan syarat untuk adanya perjanjian, tetapi hanya sebagai alat

pembuktian saja apabila terjadi suatu masalah dalam pelaksanaannya.

3. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli

¥ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2004, Jual Beli, Jakarta, PT. Raja Garafindo
Persada, him. 7.
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a. Subyek perjanjian jual beli
Subyek dalam perjanjian jual beli sekurang-kurangnya terdiri dari dua
pihak, yaitu manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban
untuk melaksanakan sesuatu atau yang disebut debitur dan manusia atau
badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu atau yang
disebut juga dengan kreditur. Debitur dan kreditur inilah yang menjadi
subyek dalam perjanjian. Debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi dan
kreditur mempunyai hak atas prestasi. Debitur dan kreditur tersebut dapat
juga berstatus mewakili kepentingannya sendiri ataupun mewakili
kepentingan pihak lain atau juga mewakili kepentingan suatu badan hukum.
b. Obyek perjanjian jual beli
Obyek dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga®
Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata bahwa hanya barang-barang yang
dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
Mengenai barang yang dimaksud dalam perjanjian jual beli tidak harus
ditentukan jenisnya dan jumlahnya terlebih dahulu dengan jelas. Mengenai
barang tersebut sudah ada atau belum pada saat perjanjian dibuat, Undang-
undang tidak mengharuskan.
Harga adalah sejumlah uang yang senilai dengan nilai dari benda.

Harga harus berupa uang. Jika bukan berupa uang maka perjanjian jual beli

33 Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,
ctk. Pertama, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hm. 30.
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berubah. Misalnya saja jika uang diganti dengan barang, maka perjanjian jual
beli akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar atau bisa juga disebut

dengan istilah barter.

4. Hak dan Kewajiban Pihak-pikak dalam Perjanjian Jual Beli
Hubungan antara hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli adalah
keterikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran,
keterikatan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda.
a. Hak dan kewajiban penjual
Menurut Pasal 1474 KUHPerdata, pihak penjual mempunyai dua
kewajiban utama, yaitu :

1) Penjual berkewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang
menjadi obyek perjanjian, yaitu barang yang diperjual belikan.
Kewajiban tersebut meliputi segala perbuatan yang menurut hukum
diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual
belikan. Di dalam KUHPerdata dikenal dua macam penyerahan hak
milik, yaitu :

a) Penyerahan barang bergerak dengan penyerahan nyata ﬁfrelb'k
atau secara riil atas kekuasam barang yang menjadi obyek
perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 612 KUHPerdata.

b) Penyerahan tetap atau barang tidak bergerak yang berupa tanah

menurut Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 dilakukan dengan
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balik nama melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
kemudian di daftarkan ke BPN.

Penyerahan piutang atas nama dan hak lainnya menurut Pasal 613
KUHPerdata dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan
cessie yang harus diberitahukan kepada debitur, atau secara tertulis
disetujui atau diakuinya.*®

Penyerahan benda yang menjadi obyek perjanjian jual beli
dimungkinkan mengeluarkan biaya. Apabila mengeluarkan biaya,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1476 KUHPerdata bahwa biaya
penyerahan menjadi beban penjual, sedangkan biaya pengambilan
menjadi beban pembeli, kecuali jika diperjanjikan lain. Pasal 1477
menentukan bahwa penyerahan harus dilakukan di tempat benda
obyek jual beli itu berada, kecuali diperjanjikan lain. Kata kecuali
diperjanjikan mengandung pengertian bahwa kepada penjual dan
pembeli diberikan kemungkinan untuk menentukan cara lain terkait
dengan biaya penyerahan maupun tempat penyerahan. Ketentuan ini
hanya berlaku mengenai biaya dan tempat penyerahan untuk benda
bergerak.

b. Hak dan kewajiban pembeli

3 R.M Suryodiningrat, 1995, 4zas-Azas Hukum Perikatan, Bandung, Tarsito, him. 8.
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Pembeli berhak menuntut penyerahan barang yang telah dibeli dari
penjual. Menurut Pasal 1509 KUHPerdata pembeli juga berhak meminta
jaminan atas cacat yang tersembunyi.

Kewajiban pembeli adalah membayar harga. Pasal 1513 KUHPerdata
menyebutkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian,
pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pembeli
harus menyelesaikan pelunasan harga barang bersama dengan penyerahan
barang. Apabila hal tersebut tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut
Pasal 1514 KUHPerdata pembayaran dilakukan di tempat dan pada saat
penyerahan barang. Dalam hal tidak ada ketentuan mengenai penyerahan
barang, maka penyerahan dilakukan di tempat dimana barang berada pada saat
perjanjian jual beli dibuat.

Kewajiban pembeli yang lain adalah membayar dari harga pembelian
bilamana barang yang dibelinya dan sudah diserahkan kepadanya akan tetapi
belum dibayar, sudah memberikan hasil atau pendapatan, meskipun tidak ada
ketentuan mengenai hal tersebut dalam perjanjian jual beli. Hal ini
sebagimana disebutkan dalam Pasal 1515 KUHPerdata. Pembeli memiliki hak
dalam perjanjian jual beli adalah jaminan dari penjual mengenai kenikmatan
tentram dan damai serta tidak ada cacat tersembunyi. Hak pembeli ini

merupakan kewajiban dari penjual.

. Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian Jual Beli
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Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi karena adanya kesalahan

dari debitur baik disengaja ataupun karena kelalaian debitur.,
Ketentuan-ketentuan umum tentang wanprestasi telah diuraikan

sebelumnya. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli adalah :’

a. Penjual tidak melakukan penyerahan barang ataupun penjual terlambat
melakukan penyerahan;

b. Barang yang diperjual belikan tidak bebas dari suatu beban atau tuntutan
pihak lain;

c. Pada saat penyerahan barang, yang menjadi obyek perjapjian jual beli
bukan milik penjual;

d. Barang yang diperjual belikan mengandung cacat tersembunyi;

e. Pembeli tidak membayar harga barang ataupun harga barang baru dibayar
sebagian.
Dalam hal terjadi wanprestasi, maka pihak yang menderita kerugian dapat

memilih untuk :**

a. Tetap menuntut dipenuhinya prestasi

b. Disamping tetap menuntut prestasi juga menuntut ganti rugi

¢. Menuntut ganti rugi

d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian

37 Abdul Kadir Muhammad, Loc. Cit.
3% Subekti, Op. Cit, hlm. 53.
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e. Pihak yang dirugikan disamping menuntut pembatalan perjanjian juga
menuntut ganti rugi.

Pasal 1266 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Pihak terhadap siapa
perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat
dilakukan akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia
akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan
bunga”. Didalam Pasal tersebut mensyaratkan apabila salah satu pihak
melakukan wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya
hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim. Dalam
perjanjian jual beli apabila terjadi perselisihan terkait dengan isi perjanjian
maka para pihak dapat melakukan upaya :

a. Melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah;
b. Melakukan penyelesaian melalui pengadilan dimana perjanjian itu dibuat

Ketentuan dialam Pasal 1266 KUHPerdata tersebut menjelaskan bahwa
akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual, maka pembeli
dapat menuntut supaya pihak penjual memenuhi kewajiban sesuai dengan
yang telah diperjanjikan. Apabila pemenuhan kewajiban tidak mungkin
dilakukan maka pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian disertai
dengan ganti kerugian yang terdiri atas biaya, kerugian, dan bunga. Penentuan
tatacara penyelesaian apabila terjadi perselisihan baik yang ditimbulkan

karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum diterangkan dalam isi

—_ e —
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surat perjanjian yang memungkinkan untuk ditindak lanjuti apabila dalam
perjanjian jual beli salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Pihak dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan media elektronik
yang merasa dirugikan akibat wanprestasi dapat mengajukan gugatan secara
perdata ke pengadilan. Gugatan tersebut dapat diajukan secara perwakilan dan
harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku. Selain diselesaikan dengan jalur litigasi melalui gugatan ke
pengadilan, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan metode
arbitrase ataupun penyelesaian sengketa alternatif. Pasal 38 ayat (1) Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tfansaksi Elektronik
menyebutkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak
yang yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan atau menggunakan
- Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Ayat (2) menyebutkan
bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap
pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan
teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan

ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Berakhirnya Perjanjian Jual Beli
Berakhirnya perjanjian jual beli pada umumnya dapat terjadi sebab
sebagai berikut :

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak
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b. Para pihak dalam perjanjian jual beli setuju untuk mengakhiri perjanjian
¢. Tujuan perjanjian jual beli telah tercapai

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa secara nom.lal jual beli
berakhir setelah penjual dan pembeli masing-masing telah memenuhi
kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Tetapi secara tidak normal terdapat
beberapa hal yang mengakibatkan perjanjian jual beli itu berakhir :*°
a. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim
b. Karena pembeli jatuh pailit berdasarkan putusan hakim

¢. Karena pembeli meninggal dunia.

C. Tinjauan Umum Tentang E-commerce
1. Pengertian E-commerce |

Electronic commerce atau selanjutnya disebut E-commerce merupakan
salah satu hasil dari perkembangan teknologi internet. Pengertian E-commerce
itu sendiri adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi
elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan
masyarakat dalam bentuk transaksi elektonik. Dengan demikian pada
prinsipnya bisnis dengan E-commerce adalah bisnis tanpa warkat paperless

trading. "

%9 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 59.
0 Munir Fuady, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, menata bisnis modern di era global,
Bandung, PT. Citra Aditya, him. 407
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E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut
konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan
pedagang perantara (intermediateries) dengan menggunakan jaringan-jaringan
komputer (computer network)yaitu internet.*!

Hal ini disebabkan internet merupakan jaringan komputerisasi yang
sifatnya sangat global, yakni dapat diakses di seluruh belahan dunia pada
waktu yang tak terbatas atau dengan kata lain on-line 24 jam setiap hari tanpa
batas. Segala informasi dapat diakses kapanpun, di manapun dan saat apapun,
sehingga dengan kecanggihan jaringan komputer yang dinamakan internet ini
dikreasikan oleh para usahawan dan provider dari internet untuk
memanfaatkan lahan ini sebagai ajang komersialisasi, yakni menarik
keuntungan sebesar-besarnya. Walaupun dalam hal ini dapat dikatakan klise
namun para usahawan maupun provider menyikapinya dengan sangat kreatif
yakni berbelanja ataupun melakukan transaksi di dunia maya yang dikenal
dengan belanja internet. Berbelanja di dunia maya atau internet inilah yang
disebut dengan istilah E-commerce.

Sebagaimana di dalam bukunya Abdul Halim Barkatullah yang dikutip
dari kamus Black’s Law Dictionary Seventh Edition, E-commerce
didefinisikan :

E-commerce : The practice of buying and selling goods and services

trought online consumer service on the internet. The e, a shortened from of

41 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Op. Cit, him. 10.
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electronic, has become a popular prefix for other term associated with
electronic transaction.**

Maksud dari pengertian E-commerce di atas adalah pembelian dan
penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen online di
internet. Model transaksi yang demikian disebut juga dengan electronic
transaction.

Terdapat 6 (enam) komponen dalam Kontrak Dagang Elektronik, yaitu :**
a. Adanya kontrak dagang
b. Kontrak tersebut dilaksanakan dengan media elektronik (digital)
¢. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan
d. Kontrak terjadi dalam jaringan public
e. Sistemnya terbuka yaitu dengan internet atau WWW (World Wide
Web)
f. Kontrak terlepas dari batas yuridiksi nasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian e-commerce adalah
pembelian dan penjualan barang, jasa dan informasi dengan menggunakan
Jasa konsumen melalui jaringan Komputer yang melingkupi internet dan
transaksi internal dalam sebuah organisasi. Sehingga e-commerce meliputi

segala transaksi elektronik.

“ Ibid, him. 12.
4 Mariam Daruz Badrulzaman, Op. Cit, him; 284,
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2. Sejarah Perkembangan E-commerce

Sejarah perkembangan E-commerce di dunia di mulai dari kemunculan
internet yang kemudian terus berkembang sehingga timbulah E-commerce.
Pada awalnya, internet merupakan koperasi komputer yang tidak dimiliki
siapapun. Internet lahir pada tahun 1969 ketika sebuah kelompok peneliti di
Departemen Pertahanan Amerika berhubungan dengan empat komputer di
UCLA, Stanford Research Institute, Universitas Utah, dan Universitas
California di Santa Barbara. Hubungan ini dilakukan untuk menciptakan
sebuah jaringan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain mengenai
proyek-proyek pemerintah. Jaringan ini dikenal dengan istilah ARPAnet-
ARPA merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency yang
merupakan bagian dari Departemen Keamanan AS. Tiga tahun kemudian,
lebih dari lima puluh universitas dan agensi-agensi militer telah terhubung
bersama-sama dalam jaringan (network), dan jaringan komputer yang lain
mulai muncul di sekitar negara bagian (country) dan dunia. Seiring dengan
perkembangan ARPAnet, yang diikuti pula dengan kerjasama jaringan antara
militer dan kaum pendidik, dan eksperimen NASA mengenai jaringan
komputer, jaringan ini mulai terhubungkan satu dengan yang lain

(interconnected), inilah awal mula dipakai istilah "Internet".*

“ http://wahyusajati.blogspot.com/2009/ 12/sejarah-e-commerce.html, di akses 29-0kt-2012,

12:40 WIB.
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Perkembangan Teknologi Informasi telah berhasil menciptakan
infrastruktur informasi baru. Internet memiliki beberapa daya tarik dan
keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal
kenyamanan, kecepatan data, akses 24 jam sehari, efisiensi, alternatif ruang
dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi dan teknologi
yang potensial dan lain lainnya. Dalam konteks bisnis, internet membawa
dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam dunia
bisnis berupa ‘Digital Marketing” Pada awal penerapan e-commerce yang
bermula di awal tahun 1970-an dengan adanya inovasi semacam Electronic
fund Transfer(EFT). Saat itu penerapan sistem ini masih sangat terbatas pada
perusahaan berskala besar, lembaga keuangan pemerintah dan beberapa
perusahaan menengah kebawah yang nekat, kemudian berkembang hingga
muncullah yang dinamakan EDI ( Electronic Data Interchange). Bermula dari
transaksi keuangan ke pemprosesan transaksi lainnya yang membuat
perusahaan-perusahaan lain ikut serta, mulai dari lembaga-lembaga keuangan
hingga ke manufacturing, ritel, jasa dan lainnya. Kemudian terus berkembang
aplikasi-aplikasi lain yang memiliki jangkauan dari trading saham sampai ke
sistem reservasi perjalanan. Pada waktu itu sistem tersebut dikenal sebagai
aplikasi telekomunikasi.*’

Awal tahun 1990-an komersialisasi di internet mulai berkembang pesat

mencapai jutaan pelanggan, maka muncullah istilah baru Electronic

* Ibid,
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Commerce atau lebih dikenal E-Commerce. Riset center e-Commerce di
Texas University menganalisa 2000 perusahaan yang online di internet, sektor
yang tumbuh paling cepat adalah E-Commerce, naik sampai 72% dari $99,8
Milyar menjadi $171,5 Milyar. Di tahun 2006 pendapatan di Internet telah
mencapai angka triliunan dollar,. Salah satu alasan pesatnya perkembangan
bisnis online adalah adanya perkembangan jaringan protokol dan sofware dan
tentu saja yang paling mendasar adalah meningkatnya persaingan dan

berbagai tekanan bisnis.*®

3. Keuntungan dan kerugian E-commerce
a. Keuntungan®’

Ada beberapa keuntungan yang dapat diambil dengan adanya e-
commerce, yaitu : revenue (aliran pendapatan) baru yang mungkin lebih
menjajikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi pasar tradisional,
dapat meningkatkan market exposure (pangsa pasar), menurunkan biaya
operasional (operating cost), melebarkan jangkauan global reach,
meningkatkan loyalitas konsumen consumer loyality, meningkatkan
supplier management, memperpendek waktu produksi, meningkatkan

mata rantai pendapatan (value chain).

46 -
Ibid.
47 Onno W Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, Mengenal E-commerce, Jakarta, PT Elek
Media Komputindo, him. 2.




b. Kerugian®®

Meskipun e-commerce merupakan sistem yang menguntungkan
karena dapat mengurangi biaya transaksi bisnis dan dapat memperbaiki
kualitas pelayanan, namun sisittm e-commerce ini beserta semua
infrastruktur pendukungnya mudah sekali untuk disalah gunakan oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Bisa jadi kesalahan-kesalahan
yang mungkin timbul melalui berbagai cara kerusakan hebat yang terjadi
pada semua element yang berkaitan dengan sistem. Dari segi pandangan
bisnis, penyalahgunaan dari kegagalan sistem yang terjadi terdiri atas :
kehilangan segi financial secara langsung karena kecurangan, pencurian
informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena
ganguan pelayanan, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak
berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, dan kerugian-

kerugian yang tak terduga.

4. Jenis-jenis E-commerce
Dalam e-commerce terbagi menjadi tiga jenis model bisnis yang
biasanya dilakukan dalam praktek, yaitu :*

a. Bussines to Bussines (B2B)

S Ibid.
% Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Op. Cit. him. 18-23




Merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis yang

mengikatkan dirinya di dalam suatu kegiatan untuk melakukan suatu

usaha dengan pihak pebisnis lainnya. Adapun karakteristik dari bussines

to bussines ini adalah :

1) Trading partner yang sudah saling mengetahui diatara mereka terjalin

2)

3)

4)

hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya terjadi
diantara mereka dan karena mereka telah saling mengenal, maka
pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutuhan.

Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan
format data yang telah disepakati. Sehingga servis yang dilakukan
antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang
sama pula.

Salah satu pels;ku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk
mengirim data.

Model yang umum digunakan adalah model peer fo peer, dimana

processing intelligent dapat di distribusikan di kedua pelaku bisnis.

. Bussines to consumer (B2C)

Berbeda dengan bussines to bussines, banyak cara digunakan untuk

melakukan pendekatan dengan pihak konsumen, antara lain dengan

mekanisme toko online electronic shopping mall atan bisa juga

menggunakan sistem portal. Toko online memanfaatkan website untuk

menjajakan produk dan jasa pelayanannya. Para penjual menyediakan
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semacam sroreﬁ-or;r yang berisikan catalog produk dan pelayanan yang
diberikan. Para pembeli bisa melihat-lihat barang apa saja yang akan
dibeli dan pembeli dapat melakukan kapan saja tanpa dibatasi jam buka
took. Adapun karakteristiknya adalah :
1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum
2) Servis yang digunakan juga bersifat umum, sehingga mekanismenya
dapat digunakan orang banyak. |
3) Servis yang diberikan adalah berdasarkan permintaan, konsumen
berinisiatif sedangkan produsen harus siap memberikan respon atau
tanggapan terhadap konsumen tersebut.
4) Sering dilakukan sistem pendekatan client-server, dimana konsumen
dipihak client menggunakan sistem yang minimal dan penyedia barang
atau jasa berada pada pihak server.

Pihak-pihak dalam e-commerce contract ini adalah e-mercant yang

menawarkan suatu produk atau jasa kepada pihak e-costumer yang
menggunakan atau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. E-commerce
merupakan tempat berlangsungnya komunikasi dan sekaligus sebagai tempat

berlangsungnya penyerahan media tersebut.

Prinsip utama dari perlindungan konsumen dalam transaksi B2B

tersebut adalah :

1) Konsumen yang ikut serta dalam transaksi e-commerce haruslah

mendapatkan perlindungan yang transparan dan efektif yang sifatnya
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tidak boleh lebih rendah dari perlindungan terhadap perdagangan di
luar e-commerce.

2) Pebisnis yang masuk di dalam perdagangan elektronik harus
memperhatikan kepentingan konsumen yang bertindak berdasarkan

usaha bisnis, pemasaran, dan iklan yang adil.

. Consumer to consumer (C2C)

Transaksi bisnis pada consumer to consumer dilakukan antar
konsumen secara online untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan
terjadi pada saat tertentu. Model transaksi ini lebih khusus karena
transaksi ini dilakukan antar konsumen dengan bertukar informasi atas
suatu barang dan jasa. Infonénasi ini dapat tersebar luas melalui
komunitas-komunitas tertentu, misalnya komunitas fotografi.

Dalam informasi bisni yang berlangsung di dalam e-commerce
seharusnya menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan dapat mudah
diakses, misalnya:

1) Identifikasi dari bisnis tersebut

2) Komunikasi yang efektif, tepat waktu, mudah dan efektif antara
konsumen dan pengusaha

35 Penyelesaian masalah yang tepat dan efektif

4) Proses pelayanan hukum yang baik

5) Domisili hukum pengusaha yang jelas.
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5. Tanda Tangan Digital (Digital Signature)

Tanda tangan digital adalah suatu tanda tangan biasa yang dibuat secara
elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen
kertas biasa. Tanda tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan, dapat
berfungsi untuk menyatakan bahwa orang yang namanya tertera pada suatu
dokumen setuju dengan apa yang tercantum pada dokumen yang
ditandatanganinya.*®

Tanda tangan digital dapat memberikan jaminan yang lebih terhadap
keamanan dokumen dibandingkan dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan
yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa mengenai apakah pesan
tersebut benar-benar dating dari pengirim yang benar dan apakah pesan
tersebut telah diubah setelah ditanda tangani, baik secara sengaja atau tidak
sengaja. Tanda tangan digital yang aman tidak dapat diingkari oleh penanda
tangan di kemudian hari dengan menyatakan bahwa tanda tangan itu
dipalsukan. Dengan kata lain, tanda tangan digital dapat memberikan jaminan
keaslian dokumen yang dikirim secara digital, baik jaminan tentang identitas
pengirim dan kebenaran dari dokumen tersebut.”!

Di dalam tanda tangan digital terdapat kunci public dan kunci privat yang
dikeluarkan oleh sebuah badan yang bernama CA (Certification Authority).

Contohnya : E-trust dan VerySign. Untuk melakukan transaksi dengan

* Ibid. him. 31
5! Ibid him. 32
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menggunakan tanda tangan digital dan teknologi kunci publik maka “conten”
(pesan) perjanjian tidak akan pernah bisa diubah oleh siapapun, kecuali oleh
para pihak yang terikat dalam kontrak jual beli melalui internet tersebut. Hal
tersebut karena setiap perubahan, penambahan, penggantian titik atau angka
terjadi maka akan mudah diketahui oleh pihak penerima.

Kemungkinan terjadi pembobolan ditengah jalan sangat sulit sekali.
Sebagai contoh jika seorang consumer bersepakat melakukan transaksi
sebesar seratus ribu (100.000) dengan seseorang, kemudian di tengah jalan
ada orang yang melakukan perubahan angka dengan menambahkan satu (1)
angka nol (0) menjadi satu juta (1.000.000). hal tersebut tidak mungkin
terjadi, karena sistem ini hampir seratus persen aman dengan resiko kebobolan
sistem yang sangat kecil.

Tanda tangan digital memungkinkan penerima informasi untuk menguji
terlebih dahulu keaslian informasi yang didapat dan juga untuk meyakinkan
bahwa data yang diterimanya itu dalam keadaan utuh, oleh karena itu tanda
tangan digital kunci public menyediakan layanan keaslian dan keutuhan data.
Selain itu juga menyediakan layanan non-repudiation, yang artinya
melindungi pengirim dari sebuah klaim yang menyatakan bahwa di telah

mengirim informasi padahal tidak.”

52 Onno W Purbo, Op. Cit, him 35.
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. Unsur Informasi yang Digunakan Dalam Aplikasi E-commerce

Menurut UNICITRAL (United Nation Commision on International
Trade Law) yang telah membuat United Law on Electronic Commerce tahun
1996 ( sebuah hukum tentang e-commerce yang dibuat oleh PBB) adalah
meliputi semua jenis/bentuk informasi yang berbentuk “dara messages”.
Data messenges adalah suatu informasi yang diciptakan (generated),
diterima, dan disimpan secara elektronik, optic atau cara-cara sejenis lainnya
akan tetapi tidak dibatasi oleh karenanya terhadap penggunaan EDI
(Electronic Data Interchange), e-mail, telegram, telex dan telecopy. EDI
adalah suatu transfer informasi secara elektronik dari komputer satu ke
komputer lainnya dengan menggunakan standar atau protocol tertentu yang
telah ditetapkan sebelumnya dalam menyusun atau mempertukarkan informasi

tersebut.

. Metode Pembayaran E-commerce™

Bentuk pembayaran yang digunakan di internet pada umumnya
bertumpu pada sistem keuangan internasional, tetapi ada juga beberapa
mengacu kepada keuangan lokal. Klasifikasi berbagai mekanisme

pembayaran tersebut dibagi dalam lima mekanisme, yaitu :

53 Abdul halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Op. Cit., him 136-138.
** Ibid, him. 40.
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Transaksi model ATM, yang berperan hanya institusi financial dan
pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit
uangnya dari account masing-masing.

Pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi dilakukan langsung dua
pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya.

Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya proses pembayaran
yang menyangkut debit, kredit maupun cek masuk dalam kategori ini.
Micropayment, yaitu pembayaran untuk uang yang kecil-kecil.
Mekanisme ini penting dikembangkan karena sangat diperlukan
pembayaran receh yang kecil tanpa overhead transaksi yang tinggi. Salah
satu tantangan utama dalam mekanisme pembayaran di internet adalah
cara kita untuk menangani pembayaran-pembayaran yang kecil. Oleh
karena itu, dikembangkan beberapa mekanisme pembayaran online di

internet bagi pembayaran yang sifatnya mikri tadi.

e. Anonymous digital cash atau uang elektronik yang di enkripsi. Metode

pembayaran ini paling sulit untuk di implementasikan dibanding empat
metode yang di atas. Proses bekerjanya sistem ini adalah sebagai berikut :
pertama, pengguna internet membuka account untuk pertama kali dengan
memasukkan sejumlah uang sebenarnya pada bank atau lembaga
keuangan lainnya untuk kemudian diproses pihak bank menjadi digital
cash, ketika pengguna tersebut meminta bank untuk mengeluarkan

sejumlah digital cash yang diinginkan untuk digunakan di internet, maka
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langkah kedua adalah pihak bank mengeluarkan uang digital tersebut
dengan menggunakan teknik enkripsi dan mengurangi sejumlah rekening
yang dimiliki pengguna internet tersebut sesuai dengan nilai yang di

minta.

8. Jenis Kontrak Di dalam E- commerce

Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju, secara langsung
atau tidak langsung mempengaruhi transaksi perdagangan. Transaksi secara
tradisional dimana dilakukan dari tangan ke tangan secara langsung, antara
penjual dan pembeli secara tatap muka, melakukan persetujuan, dan akhirnya
terjadi sebuah kesepakatan. Namun dengan hadirmya e-commerce , semua
keterbatasan itu dapat teratasi dengan mudah dimana kontrak dapat dilakukan
tanpa harus bertatap muka dan tanpa harus dibatasi ruang dan waktu. Adapun
kontrak melalui e-commerce dapat dilakukan melalui :
a. Perdagangan online melalui www merupakan contoh yang paling umum

dan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1) Kontrak melalui chatting dan video conference, hal ini merupakan alat
komunikasi yang disediakan internet yang bias digunakan untuk dialog
interaktif secara langsung.

2) Kontrak melalui e-mail. Kontrak melalui e-mail ini dapat berupa
kontrak murni dimana penawaran yang dikirim kepada seseorang atau

banyak orang yang tergabung dalam mailing list, penerimaan dan
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pemberitahuan seluruhnya menggunakan e-mail. Kontrak melalui e-
mail juga dapat berupa gabungan beberapa formula yang ketika
penawaran barangnya diberikan situs web yang mengirimkan
penewarannya dan penerimagnya melalui email.

3) Kontrak melalui web(situs), biasanya kompleks karena melibatkan
para pihak diluar kontrak. Pihak-pihak yang terkait diantaranya adalh
pihak otentifikasi, lembaga keuangan yang memfasilitasi pembayaran
melalui web, dan pemberi label yang mensertifikasi pernyataan bahwa
halaman web tersebut aman. Berdasarkan syarat hukum kontrak
konvensional, maka apabila dikaitkan dengan sistem electronic
contract atau online contract akan sangat sulit untuk diterapkan dan
mampu memberikan kepastian hukum.

b. Transaksi online bisnis antara perusahaan

c. Internet banking yang saat ini berkembang di Indonesia, dimana kita bisa
mengecek jumlah saldo kita, menggantio nomor pin ATM, transfer antar
rekening bank, dan berbagai kemudahan pembayaran lainnya.

d. WAP wireless application protocol juga menjadi tren yang tidak kalah
menarik di kalangan sistem belanja online. Hanya dengan handphone, kita
dapat melakukan segala macam transaksi yang kita iginkan. Mulai dari
pembelian tiket pesawat sampai memesan makanan di restoran. Semua itu
dilakukan hanya dalam waktu yang singkat dan tidak mengharuskan kita

untuk duduk di depan komputer yang terhubung dengan internet.
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e. Melalui TV interaktif, dimana kita bisa melihat daftar acara secara

interaktif, internet melalui TV, dan akses web melalui TV.

D. Tinjauan Umum Tentang Kaskus.com (Kaskus)
Pengertian dan Sejarah Kaskus™

Kaskus adalah situs forum komunitas maya terbesar Indonesia. Kaskus
merupakan kepanjangan dari Kasak Kusuk dan penggunanya disebut dengan
Kaskuser. Kaskus lahir pada tanggal 6 November 1999 oleh tiga pemuda asal
Indonesia yaitu Andrew Darwis, Ronald Stephanus, dan Budi Dharmawan,
yang sedang melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat. Berawal saat
Andrew Darwis masih kuliah di bidang pembuatan website di Seattle,
Amerika Serikat, ia merasa perlu adanya sebuah forum komunikasi, yang
awalnya di niatkan untuk mahasiswa Indonesia yang berada di Amerika
Serikat.

Dari pertemanan Adrew Darwis dengan Ronald Stephanus dan Budi
Dharmawan, forum daring kaskus.us mulai dibangun sejak tanggal 6
November 2000. Di awal kehadiran Kaskus, kurang lebih 15-20 anggota yang
bergabung di dalamnya. Saat itu biaya sewa hosting hanya sebesar US$.8

perbulannya.

53Sejarah Kaskus, http://support.kaskus.co.id/about/sejarah_kaskus.html. diakses tgl 24
november 2012, 09:35 WIB.
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Sementara kedua rekan Adrew memiliki pandangan jauh kedepan,
forum ini diharapkan juga dapat menguntungkan secara bisnis dan harapan itu
disaat disnis dofcom memang sedang bomming.

Namun selama dua tahun menjalankan forum ini, keuntungan belum
juga di dapatkan, tidak ada iklan yang masuk. Akhirnya kedua temannya
hengkang sedangkan Andrew bertahan untuk melanjutkan sendiri forum yang
telah dirintisnya ini dan bertekad untuk membesarkan Kaskus.

Saat bekerja dan menjadi web designer pada lyrics.com Andrew
menyisihkan uang pribadinya untuk tetap mempertahankan keberadaan forum
nya.atasan Andrewsaat itu juga member support bahwa Kaskus sangat
potensial.

Pertengahan tahun 2008, sepupunya Ken Lawadinata meyakinkan
Andrew untuk pulang ke Indonesia dan serius membesarkan Kaskus. Bersama
seorang teman lainnya yang bernama Danny Wirianto, akhirnya mereka
menjadi tiga orang penting dibalik Kaskus dibawah naungan PT. Data Media
Indonesia. Andrew tetap sebagai admin dan berkonsentrasi  pada
pengembangan kasku, Ken sebagai CEO Kaskus yang bertanggung jawab
sebagai CMO (Chief Marketing Officer).

Kaskus yang awalnya merupakan sekedar hobi komunitas kecil yang
kemudian berkembang hingga saat ini. Kaskus dikunjungi setidaknya oleh

500.000 orang , dengan jumlah page view melebihi 3.500.000 setiap harinya.
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Diawal berdirinya Kaskus, Forum BB17 singkatan dari Buka-Bukan
17 untuk konten dewasa dan forum Fight Club yang bernuansa SARA (Suku,
Agama Ras dan Kepercayaan) merupakan kanal-kanal favorit para Kaskuser.
Sejak Agustus tahun 2008, Kaskus telah mengalami evolusi, sejalan dengan
pemberlakuan Undang-undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
tahun 2008, Kaskus pun harus berubah, forum BB17 dimatikan dan Fight
Club dirubah menjadi Debate Club dengan aturan yang lebih ketat dan tidak
boleh menyinggung Sara.

Kanal-kanal yang lebih di dominasi dengan laki-laki juga dihilangkan
untuk menarik minat perempuan untuk bergabung. Kaskus sendiri tidak
keberatan untuk menambah kanal kelompok lain yang masih satu nuansa

Sebuah kanal atau subforum biasanya digawangi oleh moderator
dimana pemilihan moderator umumnya dilakukan secara polling sesame
anggota subforum. Moderatorlah yang memiliki hak, kapan seseorang
Kaskuser bisa diusir dari forum. Bila diusir dari sebuah subforum, seorang
kaskuser harus membuat akun baru dan memulai dari awal lagi sebagai
newbie.

Tingkatan seorang Kaskuspun juga berbeda, saat seorang baru
bergabung menjadi kaskuser ia digelari newbie. Jika sudah memenuhi target
posting tertentu, tingkatnya akan naik menjadi kaskuser dan kemudian naik
terus menjadi kaskus holic, kaskus addict, kaskus maniak, kaskus gaek,

kaskus freak hingga made in kaskus.
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Jadi apabila seseorang memang berniat serius untuk eksis di forum,
mereka harus mengikuti aturan main yang ada. Setiap anggota dapat memberi
reputasi kepada anggota lain, Jika seseorang sudah memenuhi target 1000
posting, biasanya disebut mengejar ISO 2000, ia dapat memberikan kredit
reputasi kepada anggota lain. Reputasi buruk disimbolkan sebagai bata merah,
semakin banyak akan semakin buruk reputasi orang tersebut. Sementara untuk
reputasi baik di istilahkan dengan ijo-ijo/cendol.

Kaskus juga menyediakan tempat berjualan dan mencari nafkah bagi
para anggotanya, yaitu forum jual beli (FJB) yang merupakan sarana murah
meriah bagi para kaskuser untuk berjualan, hal tersebut di istilahkan dengan
buka lapak. Sejak tahun 2009, Kaskus menjadi pemain penting di ranah online
Indonesia. Kaskus menerima banyak penghargaan diantaranya “The Best
Innovation in Marketing” dan “The Best Market Driving Company” oleh
Marketing Magazine, dan “The Greatest Brand of the Decade” (2009-2010)
oleh Mark Plus Inc. Kaskus dengan bangga berada di peringkat 1 untuk
kategori situs komunitas, dan merupakan situs lokal nomor 1 di Indonesia,
menurut Alexa.com.

Tahun 2011 Kaskus memulai kemitraannya dengan Global Digital
Prima, sebuah perusahaan Indonesia yang berfokus untuk mengembangkan
industri digital dan konten lokal Indonesia. Kemitraan ini mendorong
pertumbuhan Kaskus yang lebih besar lagi, baik dari sisi infrastuktur, tenaga

profesional dan jaringan bisnisnya dalam usaha menjadi situs nomor 1 di
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Indonesia serta pemain global online di dunia. Mengimbangi ekspansi,
Kaskus pun memindahkan kantor utamanya ke Menara Palma di daerah
Kuningan dan menamakannya Kaskus Playground.

Sebagai perusahaan yang besar karena penggunanya, Kaskus selalu
berusaha untuk terus meningkatkan kenyamanan Kaskuser. Tanggal 26 Mei
2012 menjadi saksi perjalanan Kaskus dimana Kaskus kembali menggunakan
alamat situs resmi kaskus.com dan kaskus.co.id, ini dilakukan untuk kembali
memperkuat citra Kaskus sebagai situs yang bervisi global namun tetap
memiliki identitas Indonesia. Di tahun 2012 Kaskus juga meluncurkan versi
baru Kaskus 2.0 dimana terjadi penyempurnaan pada tampilan, navigasi, fitur
search, layanan Forum Jual Beli (FJB), serta menambah server untuk
mengakomodir kebutuhan member Kaskus yang telah mencapai lebih dari 4,5

juta member.




